
 
 

 
 

 

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG 
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Hal : Usulan Revisi Anggaran TA. 2024  
  

 Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan 

 c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran 

 di 

 Jakarta 

 

1. Dasar Hukum  

a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 
tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi 
dan Pelaporan Keuangan. 

b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-9/PB/2023 
tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang menjadi Kewenangan 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

c. DIPA Induk Badan Urusan Administrasi Nomor SP-DIPA-
005.01.1.663157/2024 tanggal 24 November 2023, DS : 6003-2216-
7960-0090. 

d. DIPA Induk Badan Urusan Administrasi Revisi Nomor SP-DIPA-
005.01.1.663157/2024 tanggal 24 April 2024, DS : 0912-5499-7467-
9456. 
 

2. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut: 

a. Tema Revisi: 
- Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap (Pagu Anggaran Unit 

Organisasi tetap dan Pagu Anggaran Antar-Satker berubah). 
b. Tata Cara Revisi Anggaran: 

- Pergeseran anggaran antar satker antar wilayah Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan; 

- Pergeseran anggaran antar satker dalam 1 (satu) Program yang sama 
antar Kegiatan antar KRO antar RO dan/atau dalam RO yang sama; 

- Pergeseran anggaran belanja pegawai operasional ke belanja barang 
operasional dalam Program Dukungan Manajemen antar Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan. 
 

3. Alasan / Pertimbangan perlunya Revisi Anggaran: 

a. Pergeseran belanja pegawai operasional untuk pemenuhan belanja pegawai 
operasional pada 39 satuan kerja sebesar Rp69.094.492.000,- (rincian 
terlampir); 

b. Pergeseran belanja pegawai operasional untuk pemenuhan belanja barang 
operasional pada Belanja Langganan Daya dan Jasa, Sewa Rumah Dinas, 
Transport Hakim, Jaminan Kesehatan Hakim Karir, Fasilitas Hakim Ad 



 

 

Hoc, Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin sebesar Rp41.364.602.000,- (rincian terlampir); 

c. Pergeseran belanja non operasional berupa Pelaksanaan Pembinaan 
Keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di 
Lingkungan Mahkamah Agung dan Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan 
dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung Badan Urusan 
Administrasi untuk pemenuhan belanja barang non operasional berupa 
Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan 
Semua Lingkungan Peradilan dan Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan 
dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung Badan Urusan 
Administrasi sebesar Rp729.142.000,- (rincian terlampir); 

d. Pergeseran belanja modal berupa Pembangunan/Renovasi Gedung  untuk 
pemenuhan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran pada Badan 
Urusan Administrasi sebesar Rp200.000.000,- (rincian terlampir); 

e. Pemutakhiran Data POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) pada Badan 
Urusan Administrasi; 

f. Usul revisi tersebut di atas tidak menyebabkan penurunan volume output 
unit Badan Urusan Administrasi. 
 

4. Berkenaan dengan usulan revisi anggaran tersebut di atas dilampirkan data 

dukung berupa : 

a. Matrik perubahan (Semula-Menjadi) sebagaimana daftar terlampir; 
b. ADK RKA-K/L DIPA Revisi; 
c. Surat Persetujuan Eselon I; 
d. Data dukung lainnya. 

 

Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih. 

  

Plt. Sekretaris Mahkamah Agung  

Republik Indonesia, 

 
Sugiyanto 

NIP 0313 198903 1 021 

Tembusan : 
1. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial 
2. Kepala Badan Pengawasan MA RI; 
3. Kepala Biro Keuangan MA RI; 
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi MA. 
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